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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses penyelesaian diversi terhadap anak dibawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian pada proses penyidikan, penyelesaian proses diversi 

dilakukan melalui musyawarah yang melibat anak orang tua/walinya, 

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan 

pendekatan keadilan. Ketika penyidik menerima laporan kasus tindak 

pidana yang dilakukan anak maka langkah yang diambil adalah 

penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 bahwa “pada 

tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.” Penyidikan tindak pidana 

anak yaitu dimulai dengan melakukan identifikasi kasus apakah anak 

tersebut dapat dilaksanakan diversi atau tidak. Mengingat Pasal 6 ayat (2) 

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 

tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 

(tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  

2. Dalam proses penyelesaian diversi, penyidik memiliki peranan penting 

sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus anak. maka dari itu perlu 

memperhatikan kesejahteraan anak dan Undang-undang tentang 

Perlindungan Anak. Namun dalam proses penyelesaian diversi terhadap 
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anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam 

pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik 

yaitu, Penentuan musyawarah untuk mufakat dalam penentuan besarnya 

ganti rugi, Sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap 

penyelesaian secara  diversi  kurang mampu memenuhi tanggung-jawab 

bagi pelaku serta dirasa kurang memberikan efek jera, dan kurangnya 

sosialisasi tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 

Undang-undang tentang Perlindungan Anak, batasan kebijakan aparat 

pelaksanaan diversi. 

1.2 Saran  

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana, penyidik anak perlu memperhatikan kepentingan 

bagi anak baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan 

sehingga putusan pengadilan 

2. Anak-anak yang berhubungan dengan hukum ditangani dirungan yang 

berbeda dnegan orang dewasa, mengingat anak meurpakan individu yang 

masih bertumbuh dan berkembang dalam segala aspek 

3. Pemerintah sebaiknya harus lebih memperhatikan sarana dan fasilitas bagi 

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya adalah 

menyediakan LAPAS khusus anak 
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4. Perlunya sosialisasi hukum tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan terpadu baik oleh pemerintah, kepolisian, 

pembimbing kemasyarakatan maupun oleh lembaga advokasi anak. 
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